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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Perpajakan 

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan menyatakan  pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Dr. 

Soeparman Soemohamijaya dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan 

Asas Gotong Royong” yang dikutip dari buku Waluyo (2017) menyatakan pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas 

tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. 

       Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dari buku Resmi (2017), pajak adalah 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
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      Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017): 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannnya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur 

(regulerend). 

       Menurut Waluyo (2017), terlihat adanya dua (2) fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber daya yang diperuntukan bagi pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Sebagai contohya yaitu dimasukkannya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contohnya yaitu dikenakannya pajak 

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 
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       Berdasarkan jenis dan pembagiannya, pajak dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kelompok, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2017): 

a) Menurut golongan atau pembebanannya, dibagi menjadi berikut ini: 

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b) Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut: 

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya 

berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat 

objektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut: 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
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atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, 

Perhutanan, Pertambangan (PBB P3), dan Bea Materai. 

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak 

reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan  

(PBB P2). 

       Menurut Resmi (2017), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem 

pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:  

a. Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan terdapat pada aparatur perpajakan). Contoh pemungutan 

pajak dengan Official Assesment System adalah Pajak Bumi dan Pembangunan 

(PBB). 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
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inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai 

kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan dalam pemungutan pajak sebagian 

besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib 

Pajak). Contoh pemungutan pajak dengan self assessment system yaitu pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM). 

c. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak 

ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut 

pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan 

yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
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tergantung pada pihak ketiga yang di tunjuk (peranan dominan ada pada pihak 

ketiga). Contoh dari pemungutan pajak dengan Witholding system yaitu Pajak 

Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. 

       Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan 2 unsur, yaitu tarif 

pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase 

tertentu. Menurut Resmi (2017), jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi:  

1. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea 

materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk 

berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. 

2. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya 

tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar 

pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan 

secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia sendiri tarif proporsional 

diterapan pada PPN (10%), PPh 26 dengan tarif 20%, PPh 23 dengan tarif 15% 

dan 2% untuk jasa lainnya, PPh WP Badan dalam negeri, dan BUT dengan tarif 

Pasal 17 ayat 1b. 

3. Tarif Progresif (Meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat 

dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
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(1) Tarif Progresif-Proporsional 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut 

adalah tetap. 

(2) Tarif Progresif-Progresif 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut 

juga makin meningkat.  

(3) Tarif Progresif-Degresif 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut 

makin menurun. 

(4) Tarif Degresif (Menurun) 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

 

2.2 Pajak Penghasilan Badan 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 

2017).  Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 
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dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

       Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 

perubahahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu, ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 

dilaksanakan. 

3. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik 

negara atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



 

32 

 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

        Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang 

termasuk sebagai Objek Pajak adalah:  

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;  

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  

c. laba usaha;  

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :  

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;  

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan Badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;  

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambil-alihan usaha;  
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4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan Badan keagamaan atau Badan pendidikan 

atau Badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan;  

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;  

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang;  

g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti;   

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  

k. keuntungan karena pembebasan utang;  

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;  

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  

n. premi asuransi;  

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran 
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tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

anggotanya;  

p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

       Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak 

termasuk sebagai Objek Pajak adalah:  

a. 1. bantuan atau sumbangan;  

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan  

 lurus satu derajat, dan oleh Badan keagamaan atau Badan pendidikan atau   

 Badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh  

 Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,  

 pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang  

 bersangkutan;  

b. warisan;  

c. harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 

penyertaan modal;  

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

pemerintah;  

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa;  
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f. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang 

sejenis, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah dari 

penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan 

di Indonesia;  

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang 

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

h. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi; 

i. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana; 

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari Badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat Badan pasangan usaha tersebut:  

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan  

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

       Menurut Hariyanto et al. (2014), Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak 

yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan 

usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
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pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

satu tahun pajak. Menurut Mulyono dalam Migang dan Dirmayani (2017), Pajak 

Penghasilan yang terutang dihitung dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh 

pada akhir tahun, dan besarnya PPh yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun 

tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 

adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

untuk setap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017). Angsuran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang 

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. 

       Tarif pajak penghasilan Badan, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1b Undang-Undang no. 36 tentang Pajak 

Penghasilan, tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penghasilan 

Kena Pajak. 

2. Berdasarkan Pasal 17 ayat 2b Undang-Undang no. 36 tentang Pajak 

Penghasilan, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan 

Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan 

saham yang disetor, diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi 

persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar lima persen (5%) 

lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPh 

yaitu 25%. 
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3. Berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, 

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), dari tarif yang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang dikenakan 

atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

4. Berdasarkan PP 46/2013 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan dalam 

negeri yang memiliki peredaran bruto sampa dengan Rp4.800.000.000 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dikenakan tarif bersifat final sebesar 

1% (satu persen) dari peredaran bruto yang disetor setiap bulan. Atau yang telah 

diperbaharui menjadi PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak 

Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampa dengan 

Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dikenakan 

tarif bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen) dari peredaran bruto yang 

disetor setiap bulan. 

       Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan 

pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini (Waluyo, 2017): 

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 

(lima belas) bulan takwim berikutnya. 

2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa 

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk 

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. 
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       Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak 

penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang 

dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang 

diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, 

Pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak (Waluyo, 2017). 

       Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut (Resmi, 2017): 

PPh terutang (Tarif X Penghasilan Kena Pajak)   XXXX 

Dikurangi: 

Kredit Pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain 

PPh Pasal 21      XXXX 

PPh Pasal 22      XXXX 

PPh Pasal 23      XXXX 

PPh Pasal 24      XXXX 

 Jumlah Kredit Pajak      XXXX (-) 

PPh yang harus dibayar sendiri     XXXX 

PPh yang dibayar sendiri 

Angsuran PPh Pasal 25      XXXX (-)  

 PPh Kurang (lebih) bayar     XXXX 
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       Menurut Waluyo (2017), Pajak Penghasilan Pasal 21 berkaitan dengan 

pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang PPh dengan ketentuan lapisan Penghasilan Kena Pajak apabila 

Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000 dikenakan 

tarif 5%, penghasilan tahunan diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 

dikenakan tarif 15%, penghasilan tahunan diatas Rp250.000.000 sampai dengan 

Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%, penghasilan tahunan diatas Rp500.000.000 

dikenakan tarif 25% atas jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar penghasilan bruto dikurang 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Penghasilan Pasal 22 

berkaitan dengan pemungutan atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor akan 

dikenakan tarif pajak sebesar 2,5% bagi yang menggunakan Angka Pengenal Impor 

(API) dan sebesar 7,5%  bagi  yang tidak menggunakan API dari nilai impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain dikenakan tarif pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan 

berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan akan dikenakan tarif 

sebesar 15% dari jumlah bruto dan sewa selain tanah dan bangunan serta  imbalan 

jasa dikenakan tarif sebesar 2%. Pajak Penghasilan Pasal 24 berkaitan dengan pajak 

yang berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar 

negeri yang boleh dikreditkan. 

       Menurut Resmi (2017), mengingat batas waktu penyampaian Surat 

pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah akhir 
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bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan PPh 

Pasal 25. Sehingga besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun 

pajak yang lalu. 

       Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Badan akan dikenakan sanksi berupa denda 

sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila SPT Tahunan WP Badan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan berdasarkan Pasal 9 

ayat (2b) akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah 

pajak yang terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT 

Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. 

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan kententuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan pajak (tax compliance) 

adalah WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi 

seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 
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administrasi (Mahendra dan Sukartha, 2014). Menurut Harinurdin (2009) dalam 

Anam et al. (2018) mendefinisikan bahwa kepatuhan pajak adalah sebagai kondisi 

ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan 

penghasilannya secara akurat dan jujur atau sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yag 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 

dalam bentuk formal dan material. 

       Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi: 

1. Kepatuhan Perpajakan Formal 

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam 

memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari: 

a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun 

untuk ditetapkan memperoleh NPWP. 

b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 

c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan 

perpajakannya. 

2. Kepatuhan Perpajakan Material 

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam 

memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari: 

a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

b. Tepat dalam memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 
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c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai 

pihak ketiga). 

       Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak 

dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah 

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk 

semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 

pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 

Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang 

terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 

e. Wajib Pajak yang laporan keuangannnya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

 

2.4 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap  

         Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 

Menurut Setiawati (2017), tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung 

pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu 

negara. Adanya upaya pemberlakuan self assessment system diharapkan kepatuhan 
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Wajib Pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana 

penerimaan pajak. Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017), semakin Wajib Pajak 

taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang terbentuk. 

Semakin tingginya tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung 

terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. 

       Berdasarkan penelitian dari Susanti et al. (2014), Putra dan Hapsari (2015), 

Rahmawati et al. (2014), Darmayani dan Herianti (2017), Prihastanti dan Kiswanto 

(2015), Mahendra dan Sukartha  (2014), serta penelitian dari Putri dan Pratomo 

(2014) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan 

pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun bertolak belakang dengan 

penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017), Kastolani dan Ardiyanto (2017) serta 

Anam et al. (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak 

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.    

        Berdasarkan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan 

Hipotesis sebagai berikut: 

Ha1: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan  

         Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 

 

2.5 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
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pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.  

       Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

       Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang 

KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban 

objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(Susanti et al., 2014). 

       Setiap Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib mendaftarkan diri paling lambat 

1 (satu) bulan setelah saat pendirian. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/2013, Wajib Pajak Badan yang wajib mendaftarkan diri meliputi 

sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar 

pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan 

kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. 
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2) Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk kerja sama operasi (joint 

operation). 

       Menurut Rahayu (2017), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai 

dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut 

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan 

atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Persyaratan objektif adalah persyaratan 

bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan 

untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

       Menurut Resmi (2017), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 

NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

dalam pengawasan administrasi perpajakan.  

       NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib 

Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan (Resmi, 

2017). Menurut Rahayu (2017), dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan 
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permohonan pendaftaran NPWP untuk Wajib Pajak badan yang memiliki 

kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut 

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk 

bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu 

minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa: 

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib 

Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat 

bagi bentuk usaha tetap; 

2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi 

paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah 

sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab 

adalah Warga Negara Asing; dan 

3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat 

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar 

tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik. 

       Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut 

(Rahayu, 2017): 

1. Secara Elektronik melalui e-Registration  

a) Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib 

Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat 

Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 
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b) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui 

aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau 

digital dan mempunyai kekuatan hukum.  

c) Untuk panduan penggunaan Aplikasi e-Registration dapat dilihat pada 

halaman situs Aplikasi e-Registration pada tautan berikut: Help e-

Registration.  

d) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang 

disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 

atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.  

e) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara 

mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi 

e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman 

Dokumen yang telah ditandatangani.  

f) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

sudah diterima oleh KPP.  

g) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan 

pendaftaran secara elektronik, maka permintaan tersebut dianggap tidak 

diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP 

sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.  

h) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP 

menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.  
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i) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti 

Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP aka menerbitkan Kartu NPWP dan 

Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti 

Penerimaan Surat diterbitkan. 

j) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib 

Pajak melalui pos tercatat.  

2. Secara Langsung  

a) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran 

secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan 

menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan 

menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.  

b) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.  

c) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat 

kegiatan usaha Wajib Pajak. 

d) Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: secara langsung; 

melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.  

e) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau 

KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti 

Penerimaan Surat.  

f) KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan 

Surat diterbitkan. 
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g) NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat. 

 

2.6 Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap  

      Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 

Menurut Arisandi (2015), meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar 

setiap tahunnya yang juga wajib SPT seharusnya akan meningkatkan penerimaan 

pajak penghasilan. Dikarenakan surat pemberitahuan yang dilaporkan Wajib Pajak 

berisikan besarnya pajak terutang. Besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan 

oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas Negara, sehingga hal ini akan meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, banyaknya jumlah Wajib 

Pajak yang terdaftar juga wajib SPT tentu akan meningkatkan penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan. 

       Hal ini selaras dengan penelitian Arisandi (2015) yang menyatakan 

Penambahan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan Badan serta menurut Hariyanto et al. (2014) dalam 

penelitiannya yang meneliti mengenai pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah surat 

setoran, jumlah surat pemberitahuan masa terhadap jumlah penerimaan pajak 

penghasilan diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitiannya jumlah Wajib Pajak 

yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan Badan. 

Berbeda dengan penelitian dari Putra dan Hapsari (2015) serta Putri dan Pratomo 

(2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel Pertumbuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan 

Pasal 25 Badan.  
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       Berdasarkan penjelasan mengenai pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan 

Hipotesis sebagai berikut: 

Ha2: Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan  

          Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 

 

2.7 Pemeriksaan Pajak 

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan pajak. 

       Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan 

pemeriksaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktorat Jenderal Pajak 

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Waluyo, 

2017). 

       Sebagaimana yang tertuang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.03/2013, pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan 

yang meliputi: 
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1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal 

atau tempat kedudukan Wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa 

Pajak. 

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat 

Jenderal Pajak. 

       Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 yang 

diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat 

panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan 

hasil pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak 

tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil 

pemeriksaan. 

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang 

terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi 

adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih 

mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, 

mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh 
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Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 

2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 

pengembalian pembayaran pajak. 

       Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015), terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan 

alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, selain itu terdapat 1 

(satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu pemeriksaan tujuan lain. 

1. Pemeriksaan Rutin  

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan 

pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Adapun pemeriksaan rutin meliputi: 

a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih 

bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana 

dimaksud dalam: 

1) Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau  

2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan 

pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau 

tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP. 

b) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar 

restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud 

dalam:  

1) Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau  
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2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan 

pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan 

pengembalian dengan SKPPKP. 

c) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang 

menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) UU KUP; 

d) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;  

e) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D 

Undang-Undang KUP;  

f) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi; 

g) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi 

atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan  

h) Wajib Pajak melakukan: 

1) perubahan tahun buku;  

2) perubahan metode pembukuan; dan/atau  

3) penilaian kembali aktiva tetap. 

2. Pemeriksaan Khusus  

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 

yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi 

menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban 
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perpajakan. Adapun ketentuan terkait dengan pemeriksaan khusus adalah 

sebagai berikut:  

a) Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.  

b) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin, 

dapat dilakukan Pemeriksaan Khusus.  

c) Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat 

ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan.  

d) Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau 

data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual 

maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi. 

e) Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 

f) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:  

1) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;  

2) Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau  

3) Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. 

3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain  

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, 

pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 

Pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria 

antara lain sebagai berikut:  
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a) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan 

berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi; 

b) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan 

Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai tata cara verifikasi; 

c) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain 

yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi; 

d) Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

e) pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan 

neto;  

f) pencocokan data dan/atau alat keterangan;  

g) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;  

h) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

i) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;  

j) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 

dan/atau  

k) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda. 
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       Berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan 

standar pemeriksaan (audit standard). Standar pemeriksaan meliputi sebagai 

berikut (Waluyo, 2017): 

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak 

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan 

berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. 

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang: 

a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki 

keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya 

secara cermat dan saksama. 

b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan negara. 

c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

taat terhadap batasan waktu yang di tetapkan. 

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan 

pajak, yaitu: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang 

saksama. 

b. Luang lingkup pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk 

yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, 
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pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan 

pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. 

c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup 

dan berdasarkan ketentuan operaturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri atas 

seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. 

e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu 

oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan 

merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum 

pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang 

berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah diitunjuk 

oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah 

bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara. 

f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim 

pemeriksa dari instansi lain. 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib 

Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja. 

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas kerja 

pemeriksaan 

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



 

58 

 

j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat 

ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak 

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak 

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan Hasil Pemeriksaan yang 

disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu: 

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, 

memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat 

tentang ada tidak adaya penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 

terkait dengan pemeriksaan. 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 

1. Penugasan pemeriksaan. 

2. Identitas Wajib Pajak. 

3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak. 

4. Pemenuhan kewajiban perpajakan. 

5. Data/informasi yang tersedia. 

6. Buku dan dokumen yang dipinjam. 

7. Materi yang di periksa. 

8. Uraian hasil pemeriksaan.  

9. Ikhtisar hasil pemeriksaan. 
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10. Perhitungan pajak terutang. 

11. Simpulan dan usul pemeriksa pajak. 

       Menurut Rahayu (2017), tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan 

pemeriksaan meliputi berikut ini: 

1. Persiapan Pemeriksaan 

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

meliputi: 

a) Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data. 

b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak. 

c) Mengidentifikasi masalah. 

d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak. 

e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 

f) Menyusun program pemeriksaan. 

g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam. 

h) Menyediakan saran pemeriksaan. 

2. Pelaksanaan Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

meliputi: 

a) Memeriksa di tempat Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan. 

b) Melakukan penilaian atas pengendalian internal. 

c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. 

d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen. 
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e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu). 

f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

g) Melakukan sidang penutup (closing conference). 

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak 

Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak 

pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan. 

       Teknik pemeriksaan perpajakan sama halnya dengan teknik pemeriksaan 

umum seperti yang dilakukan oleh audit eksternal. Surat Keputusan Direktorat 

Jenderal Pajak No. Kep-01/PJ.07/1990 tanggal 15 November 1990 menjelaskan 

teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan 

pajak, antara lain: 

1.  Melakukan evaluasi. 

2. Melakukan analisis angka-angka. 

3. Melacak/menelusuri angka-angka dan memeriksa dokumen. 

4. Pengujian keterkaitan ini terdiri atas: arus barang, arus uang, arus utang, dan 

arus piutang. 

5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. 

6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga. 

7. Melakukan pengujian fisik. 

8. Melakukan inspeksi. 

9. Merekonsiliasi. 

10. Footing-crossfooting. 

11. Mengecek. 
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12. Verifikasi. 

13. Vouching. 

14. Melakukan konfirmasi. 

15. Sampling. 

16. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan komputer. 

       Menurut Resmi (2017), produk hukum dari pemeriksaan pajak yaitu Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

       Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam jangka lima (5) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut 

(Resmi, 2017): 

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar. 

2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.  

3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak 

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai 

tarif 0% (nol persen). 
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4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 atau Pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui 

besarnya pajak terutang. 

5. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. 

       Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 5 ditambah dengan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (Resmi, 2017) 

       Menurut Rahayu (2017), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak dapat 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan 

dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Resmi, 2017).  

       Menurut Rahayu (2017), data baru yang dimaksud adalah data atau keterangan 

mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, 

baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam 
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pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Jumlah 

kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

kekurangan pajak tersebut. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, 

SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang 

dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut 

dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 

lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. 

 

2.8 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak   

       Penghasilan Pasal 25/29 Badan 

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib 

Pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Rahmawati 

et al., 2014). Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017), pelaksanaan pemeriksaan 

akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Hal ini terjadi 

karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa 

jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau 

dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak 

negara. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan maka 

semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan. 

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



 

64 

 

       Hal ini selaras dengan penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017), Susanti 

et al. (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah dan Andi (2016) dan Mahendra dan 

Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun bertolak belakang 

dengan penelitian dari Rahmawati et al. (2014), Prihastanti dan Kiswanto (2015) 

serta Putri dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 

       Berdasarkan penjelasan mengenai pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut 

Ha3: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 

         25/29 Badan 

 

2.9 Penagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak (Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak) 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 

Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

       Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan 

DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak 

bertambah (Rahayu, 2017).  
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       Dokumen tersebut dapat berupa:  

a. Surat Tagihan Pajak, 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 

d. Surat Keputusan Pembetulan, 

e. Surat Keputusan Keberatan, 

f. Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. 

       Menurut Rahayu (2017), penagihan pajak dapat dilakukan secara aktif maupun 

pasif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pasif dan aktif yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap 

Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Keputusan Pajak Pembetulan yang menyebabkan pajak 

terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan 

pajak terutang lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan 

pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 

hari ini, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan 

penagihan pasif. 

2. Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada 

Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak 
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melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari. Juru Sita 

Pajak Negara (JSPN) bertindak aktif dalam menagih utang pajak melalui 

penerbitan: 

a) Surat Teguran 

Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak 

melunasi uang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. 

b) Surat Paksa 

Diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak 

juga melunasi utang pajaknya. 

c) Surat Sita 

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum 

juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan 

tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat 

dilakukan tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, 

penyanderaan dan pengumuman di media massa. 

d) Lelang 

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak 

belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui 

media massa.  

       Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan 

biaya penagihan pajak, berlaku daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 
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Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali. 

       Menurut Rahayu (2017), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang 

diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan/atau sanksi 

administrasi baik berupa bunga maupun denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. DJP dapat menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak apabila: 

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak 

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak 

mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: 

a. Identitas pembeli;atau 

b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran 

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak;atau 

7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan. 
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       Fungsi dari Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2017): 

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; 

2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda atas 

kelalaian/kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak; 

3. Sarana untuk menagih pajak yang terutang. 

       Menurut Resmi (2017), pengenaan sanksi administrasi berkaitan dengan Surat 

Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut: 

1. Sanksi adminitrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 

pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 

Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak 

Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil 

penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena 

terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. 

2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan 

pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi 

tidak tepat waktu; atau pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak 

sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 

3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak 

yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal 

berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. 
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       Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa produk hukum 

STP sama kekuatan hukumnya dengan produk hukum lainnya seperti SKPKB, 

SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Artinya dalam hal penagihan atas STP tersebut 

dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Paksa. Surat Tagihan Pajak juga dapat 

diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo 

pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang bayar 

tersebut, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai 

dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 

 

2.10 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak  

         Penghasilan Pasal 25/29 Badan  

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi 

penunggak pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat seiring dengan 

optimalisasi jumlah Wajib Pajak yang dimaksudkan agar menghasilkan penerimaan 

pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan Wajib 

Pajak (Prihastanti dan Kiswato, 2015). Menurut Fadhillah dan Andi (2016), dengan 

adanya penagihan pajak, Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat 

dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pajak.  
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       Hal ini selaras dengan penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017), Mahendra 

dan Sukartha (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah dan Andi (2016), Setiawati et 

al. (2017), dan Sari et al. (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Heriyanti (2017), 

yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 

       Berdasarkan penjelasan mengenai penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut. 

Ha4: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 

25/29 Badan. 

 

2.11 Model Penelitian 

Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan jumlah 

Wajib Pajak Badan (PWP) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan (KWP) 

Pemeriksaan Pajak 

(PMP) 

Penagihan Pajak (PNP) 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 

25/29 Badan (PPP) 
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